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Abstrak 
  
Penelitian ini menggunakan  data primer, 2006. Populasi adalah tenaga edukatif PTN 
yang berpendidikan minimal S2 dan  golongan IIIc,  sampel sebesar 220 responden, dipilih 
secara purposive sampling dengan kuota tertentu. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kurva penawaran bertentangan dengan 
pola penawaran penawaran tenaga kerja secara teoretis, yakni awalnya mengarah 
negatif (hubungan negatif) kemudian balik menjadi hubungan positif,  jadi berbentuk ” 
Forward bending supply curve”. Upah yang diterima tenaga edukatif di luar pekerjaan 
utama sebgai PNS tidak bertentangan dengan penetapan upah minimum propinsi 
(UMP) dan peraturan pengupahan nasional yang tertuang dalam pasal 88 Undang-
undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
 
 
I.  PENDAHULUAN 
 A. Latar Belakang dan Permasalahan Penelitian 
         Penggunaan waktu di luar jam kerja pokok sebagai PNS untuk mengajar dapat nampak 
bahwa 55,70 persen tenaga edukatif PTN yang mengajar di perguruan tinggi negeri dan swasta 
berstatus sebagai pengajar tidak tetap (pekerjaan tambahan). Khusus untuk perguruan tinggi 
negeri (PTN) terdapat 40,79 persen tenaga edukatif berstatus sebagai tenaga edukatif tidak 
tetap (pekerjaan  tambahan). Dengan kata lain, tenaga edukatif PTN memiliki jam kerja 
tambahan sebesar sebesar 40,79 persen dan selebihnya, yakni 59,21 persen waktu kerja 
tenaga edukatif PTN yang dialokasikan pada pekerjaan pokok di Kota Makasassar ((BPS, Kota 
Makassar, 2004).  
         Fenomena lain adalah karakteristik tenaga kerja edukatif dilihat dari gaji pada pekerjaan 
pokok tenaga edukatif sebagai PNS pada PTN (UNM dan Unhas). Berdasarkan data yang ada,  
nampak bahwa rata-rata gaji/tunjangan fungsional tenaga kerja edukatif tersebut hanya sebesar 
Rp. 2,03 juta per bulan atau Rp 507 500,- per minggu.  Angka ini relatif cukup rendah 
dibandingkan dengan rata-rata pendapatan bagi pekerja profesional lainnya, seperti para 
konsultan, peneliti, pengacara, ahli medis, politisi dan lain-lain (Bendaharawan, Unhas dan 
UNM, 2004). 
 Ada dua hal yang diputuskan oleh individu dalam teori penawaran tenaga kerja. Pertama, 
apakah ikut dalam kegiatan pasar kerja (bekerja) atau tidak ikut dalam kegiatan pasar kerja 
(tidak bekerja). Kedua, keputusan untuk menentukan berapa banyak waktu yang disediakan 
untuk kegiatan pasar kerja (jumlah jam kerja) bila memutuskan untuk berpartisipasi dalam pasar 
kerja. Pada umumnya seseorang akan bekerja bila tingkat upah di pasar kerja adalah sama 
atau lebih tinggi dari pada reservation wage-nya, yaitu upah minimal yang mendorong pemilik 
tenaga kerja bersedia memasuki pasar kerja dengan menawarkan sejumlah jam kerjanya.  
 Terkait dengan teori tersebut dan tingginya penggunaan waktu luang (leisure 
time) tenaga edukatif PNS yang dialokasikan untuk bekerja (time for work) di luar  
pekerjaan utama sebagai PNS,  maka dirumuskan  permasalahan penelitian sebagai 
berikut : (1) Apakah upah kerja tambahan tenaga edukatif berpengaruh terhadap jam 
kerja tenaga edukatif di luar pekerjaan utama sebagai PNS dan (2) Apakah upah yang 
diterima oleh tenaga edukatif di luar pekerjaan utama sebagai PNS sesuai dengan upah 
minimum propinsi (UMP) dan peraturan pengupahan nasional yang tertuang dalam 
pasal 88 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
  
II.  METODE  PENELITIAN 
 
A.  Lokasi dan Waktu Penelitian   
        Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar pada dua Perguruan Tinggi Negeri, yakni 
Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar (UNM). Pengumpulan data 
(survei) dilakukan pada awal April sampai akhir Juni, 2006. 
B.  Populasi dan Sampel  
      Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga edukatif yang berstatus sebagai Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang memiliki tingkat 
pendidikan formal minimal berijazah S2 atau spesialis I ke atas dan memiliki pangkat/golongan 
fungsional minimal Lektor (IIIc) dan maksimal pangkat Guru Besar (IVd) yang belum 
diperpanjang reatensi kerjanya. 
C.  Metode Pengumpulan Data 
       Dari jumlah populasi yang ada (1.657) ditarik sampel masing-masing 155 tenaga edukatif 
UNHAS dan 65 tenaga edukatif UNM berdasarkan strata pendidikan S2 dan S3. Penarikan 
sampel dilakukan dengan menggunakan metode claster dan stratified random sampling, yakni 
berdasarkan jenis Universitas dan strata tingkat pendidikan. Penentuan responden berdasarkan 
karekteristik sampel dilakukan dengan metode purposive sampling pada kuota tertentu. 
D.  Model Analisis 
        Untuk mengestimasi fungsi penawaran tenaga kerja yang backward  bending, maka 
digunakan fungsi upah kuadrat (wage   squared) sebagai berikut :  
      Y    =      0   +  1X   +   2 X
2
     +                                                                      
                                          Dimana : 
                                                Y : Jumlah jam kerja tenaga edukatif PNS di luar pekerjaan utama sebagai Pegawai 
Negeri Sivil. 
                                               X : Upah kerja tenaga edukatif di luar upah (penghasilan) sebagai PNS. 
                                 Nilai  1  dan 2   masing-masing diharapkan   bertanda positif dan negatif  agar  mengikuti                                   
pola penawaran jam kerja tambahan tenaga edukatif yang berbentuk backward bending. 
  
III. HASIL ESTIMASI MODEL PENAWARAN TENAGA KERJA 
  A. Karakteristik Jam Kerja dan Pendapatan Tenaga edukatif  
         Berdasarkan hasil pengolahan data sampel (n=220) tenaga edukatif PNS yang 
berpendidikan minimal S2 dan golongan IIIc,  secara deskriptif beberapa hal dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
a. Beban kerja pokok relatif lebih tinggi daripada beban kerja tambahan (jam kerja 
tambahan), yakni, masing-masing  sebanyak 24,72 jam/minggu dan 23,69 jam/minggu. 
b. Reward rata-rata PNS relatif lebih tinggi daripada reward tambahan, yakni masing-masing 
sebesar Rp 2.110.364,- per bulan dan Rp 2.057.026,- per bulan. 
c. Rata-rata upah PNS lebih tinggi daripada upah kerja tambahan, yakni masing-masing 
sebesar Rp 23.629,-  per jam kerja dan  Rp 20.400,-  per jam kerja. 
d. Rata-rata gaji/tunjangan fungsional rumah tangga per kapita responden sebesar 
Rp.454.192,- per bulan atau sebesar  
      $ 605,60,- per tahun (nilai kurs Rp.9.000,- per $US).      
B.  Estimasi Kurva Penawaran Jam Kerja Tambahan Tenaga edukatif 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penawaran tenaga kerja edukatif 
mengikuti pola penawaran tenaga kerja secara teoretik, yakni berbentuk “backward bending 
supply curve” dari arah positif kemudian belok mengarah negatif. 
Berdasarkan hasil estimasi, maka didapat persamaan penawaran tenaga kerja edukatif 
sebagai berikut : 
Y = f(X)                                                                                          
Y  = 0   +  2 X  + 3X
2                                                                                                           
Y  = 55,182 – 4,566 X +  0,147 X
2                                                          
            Dari persamaan 6.3. maka, dapat digambar kurva penawaran tenaga edukatif 
seperti pada gambar 3 berikut : 
Y4 (upah kerja tambahan per jam kerja) 
 




                
                 0               19,73              55,18       
                                                                         Y5  (jam kerja tambahan per minggu)                                                      
 Gambar . Forward bending labor supply curve  
 
            Berdasarkan gambar 1 di atas, nampak bahwa kurva penawaran tidak mengikuti pola 
penawaran penawaran tenaga kerja secara teoretis, justru terjadi sebaliknya, yakni awalnya 
mengarah negatif (hubungan negatif) kemudian balik menjadi hubungan positif,  jadi berbentuk ” 
Forward bending supply curve”. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya di 
Indonesia, antara lain  Saimul (1994) penawaran tenaga kerja di propinsi Lampung, 
menggunakan data Sakernas, 1987, Lestari (1996) menulis tentang penawaran tenaga kerja di 
Jawa Tengah, menggunakan data Sakernas 1992 dan Sugiharso (1996) meneliti tentang 
karakteristik pengusaha kecil di Indonesia, menggunakan data IFLS (Indonesia  Family Life 
Survey), 1993. Mereka menemukan, pola kerja yang berbentuk parabola (forkward bending 
supply), dimana pada awalnya hubungan upah dengan jam kerja, negatif kemudian setelah 
mencapai titik minimum hubungan berubah menjadi positif. Jadi kebalikan dengan teori 
penawaran tenaga kerja yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun berbeda dengan hasil 
penelitian sebelumnya, yakni Simanjuntak (1998) dan Madris (1998), masing-masing meneliti 
tentang penawaran tenaga di Indonesia (data Sakernas, 1994) dan Sulawesi Selatan (data 
Supas, 1995) menemukan pola penawaran tenaga kerja masing-masing di Indonesia dan 
Sulawesi Selatan berbentuk parabola yang pada awalnya hubungan antara upah dengan jam 
kerja positif kemudian menjadi negatif setelah melewati titik balik maksimum (backward  
bending).  
Jika memperhatikan Gambar 1, nampak bahwa titik balik minimum jam kerja 19,73 jam 
per minggu adalah merupakan jam kerja pokok (tugas pokok) tenaga edukatif. Olehkarena itu, 
sesungguhnya tenaga edukatif baru akan menawarkan jam kerja tambahan di pasar kerja pada 
saat upah di atas Rp. 15.530,- per jam kerja . Batas tertinggi total jam kerja tenaga edukatif (jam 
kerja pokok + jam kerja tambahan) sebesar 55,18 jam kerja per minggu. Hal tersebut 
mengindikasikan bahwa ada kecenderungan tenaga edukatif enggan menawarkan jasa ke 
pasar tenaga kerja pada saat tingkat upah di bawah Rp. 15.530,- per jam kerja. 
Oleh karena itu kurva penawaran tenaga kerja tambahan tenaga edukatif yang 
memungkinkan (possible) sesungguhnya mulai dari tingkat upah Rp. 15.530,- ke kanan atas 
(arah positif). Sementara upah kerja tambahan di bawah Rp. 15.530,- per jam kerja kurva 
penawaran tenaga kerja tenaga edukatif pada pekerjaan tambahan tidak memungkinkan. 
Sementara itu jam kerja 19,73 jam per minggu merupakan jam kerja rata-rata pada pekerjaan 
pokok (tugas pokok sebagai tenaga edukatif PNS) yang mendapat balas jasa sebesar 
gaji/tunjangan fungsional tenaga edukatif. 
Nampak bahwa penawaran tenaga kerja edukatif kurang elastis dimana digambarkan 
oleh koefisien regresi pada fungsi upah kuadrat sebesar 0,147. Hal tersebut memberi indikasi 
bahwa kenaikan tingkat upah di atas posisi tingkat Rp. 15.530,- per jam akan mendorong 
tenaga kerja edukatif untuk menawarkan jasa di pasar kerja relatif lebih rendah  dibandingkan  
dengan kenaikan tingkat upah. Tentu saja akan relatif berbeda jika seorang pekerja yang tidak 
memiliki pekerjaan pokok, diman posisi kurva penawaran tenaga kerjanya akan lebih elastis  
(Saimul, 1994 dan Lestari, 1996).  
Pada model persamaan penawaran tenaga kerja (10.3) nampak signifikan pada tingkat 
signifikansi 1 persen (Lampiran 11). Jika dianalisis lebih jauh maka model ini dapat digunakan 
untuk menentukan tingkat upah kerja tambahan minimum, yakni dengan menggunakan tingkat 
upah pada saat terjadi titik balik upah kerja tambahan minimum sebesar Rp. 15.530,- per jam 
kerja. 
Jika hal tersebut diproyeksi menjadi jam kerja berdasarkan satuan kredit semester 
(SKS), yakni 3 X 45 menit per SKS, maka upah kerja tambahan minimum sebesar 3 X 45 X Rp. 
15.530,- = Rp. 34.943,- per SKS. Dengan demikian, jika suatu mata kuliah memiliki 2 SKS, 
maka upah kerja tambahan minimum sebesar 2 X Rp. 34.943,- atau Rp. 69.886,- per satu tatap 
muka. Demikian halnya jika suatu mata kuliah memiliki nilai SKS sebanyak 3 SKS, maka balas 
jasa minimum sebesar 3 X Rp. 34.943 = Rp. 104.830,- per satu kali perkuliahan di kelas. 
    Dengan demikian dapat diestimasi tingkat upah kerja tambahan minimum, baik 
berdasarkan satuan jam kerja (60 menit) maupun berdasarkan satuan SKS (3x45 menit) melalui 
persamaan upah kerja tambahan pada persamaan (10.3) di atas.  
Berdasarkan hasil analisis (Persamaan regresi 10.3) tersebut, maka didapat tingkat 
upah kerja tambahan berdasarkan satuan jam kerja dan atau satuan SKS. Nampak bahwa 
upah kerja tambahan minimum per hari kerja (8 jam per hari) sebesar Rp. 124.240,-. Dapat 
diprediksi gaji kerja tambahan minimum per bulan (8 jam x 24 hari kerja per bulan) sebesar Rp. 
2.981.760,- per bulan. Jika dibulatkan maka kontra kerja tambahan tenaga edukatif minimum 
sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan (Tabel 1).  
 Tabel 1 
Estimasi Upah Kerja Tambahan Minimum Berdasarkan Satuan  
Jam Kerja dan Satuan SKS 
Jumlah Satuan 
Jam Kerja/SKS 
Upah kerja tambahan minimum 
Satu Satuan Jam Kerja (60 
Menit) 
Satu Satuan SKS 
(3 X 45 Menit) 
1 Rp. 15.530,- Rp. 34.943,- 
2 Rp. 31.060,- Rp. 69.885,- 
3 Rp. 46.590,- Rp. 104.828,- 
8 Rp. 124.240,- Rp. 279.540,- 
12 Rp. 186.360,- Rp. 419.310,- 
Sumber : Dihitung berdasarkan persamaan regresi. 
         Sementara jika upah kerja tambahan berdasarkan satuan SKS, maka per SKS minimal 
Rp. 34.943,- atau untuk mata kuliah 3 SKS sebesar Rp. 104.828,-. Dapat diprediksi bahwa 
upah (honor) membimbing tesis (6 SKS) minimal Rp. 628.974 per satu unit tesis. 
         Dapat dikalkulasi bahwa upah minimum tenaga edukatif di luar pekerjaan utama 
sebagai PNS per bulan sekitar Rp. 2.500.000,- perbulan. Hal ini memberi indikasi 
bahwa upah minimum tenaga edukatif di luar pekerjaan utama sebagai PNS sebesar 4 
kali lipat dari UMP Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2007. Dengan demikian  upah 
yang diterima tenaga edukatif di luar pekerjaan utama sebgai PNS tidak bertentangan 
dengan penetapan upah minimum propinsi (UMP) dan peraturan pengupahan nasional 








         Berdasarkan hasil analisis maka beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Model fungsi upah kuadrat memberi konstribusi pada pengembangan teori 
penawaran tenaga kerja. Nampak bahwa penawaran tenaga kerja edukatirf  
(tenaga edukatif) mengikuti pola foreward bending labor supply curve yang 
berlawanan dengan teori konvensional. (backward bending labor supply curve). 
b. Upah yang diterima tenaga edukatif di luar pekerjaan utama sebgai PNS tidak 
bertentangan dengan penetapan upah minimum propinsi (UMP) dan peraturan 
pengupahan nasional yang tertuang dalam pasal 88 Undang-undang RI Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
 
B.  Saran-saran  
       Dari berbagai temuan disertasi ini dapat diaplikasikan beberapa rekomendari terhadap 
stockholder antara lain tenaga edukatif, pengelola perguruan tinggi dan pemerintah 
(Diknas), pengguna tenaga kerja tenaga edukatif dan kepada peneliti berikutnya dengan 
topik yang terkait sebagai berikut : 
1. Bagi tenaga edukatif dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan melalui 
kenaikan tingkat upah kerja tambahan tidak diharapkan untuk selalu mengandalkan 
pengalaman kerja dan golongan kepangkatan melalui perolehan kredit point,  tetapi 
harus meningkatkan kompetensi diri melalui pendidikan lanjutan. 
2. Bagi pengguna jasa tenaga edukatif sebagai pekerja tambahan, diharapkan pemberian 
balas jasa (reward) tenaga edukatif yang berpendidikan S2 dan golongan kepangkatan 
IIIc ke atas menggunakan standar minimal upah kerja tambahan tenaga edukatif, baik 
berdasarkan satuan SKS pengajaran maupun berdasarkan satuan jam kerja. 
3. Untuk penelitian berikutnya yang terkait dengan fungsi upah dan penawaran tenaga 
kerja. Studi ini menggunakan data cross section, oleh karena itu tidak disarankan 
dijadikan dasar forecasting  untuk pengambilan kebijakan. Diharapkan untuk peneliti 
berikutnya menggunakan data time series  dengan model estimasi  dengan persamaan 
dasar  fungsi pangkat tiga (Cubic function) selain fungsi kuadrat (wage, square model), 
sehingga hasil temuan dapat digunakan sebagai model forecasting tingkat upah dan jam 
kerja tambahan yang optimal bagi tenaga edukatif PTN. 
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